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Abstrak
 

Peradilan koneksitas merupakan prosedur beracara yang aturan dasarnya tercantum pada Pasal 89 s.d. 94

KUHAP jo. Pasal 198 s.d. 203 UU Peradilan Militer. Berdasarkan aturan dasar tersebut diketahui bahwa

dalam mengadili perkara pidana koneksitas haruslah diadili bersama-sama di pengadilan di bawah badan

peradilan umum atau badan peradilan militer. Penelitian ini akan membahas mengenai bentuk

pelaksanaannya pada masa kini yang mana dalam mengadili perkara pidana koneksitas para penegak hukum

memilih untuk memisahkan berkas perkara (Splitsing) yang akibatnya para terdakwa diperiksa dan diadili di

pengadilan sesuai yurisdiksi yang berlaku pada masing-masing terdakwa. Penelitian ini menggunakan

metode yuridis normatif serta dengan melakukan wawancara pada narasumber. Adapun pertanyaan

penelitian dalam topik ini ialah bagaimana penyelesaian perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan

secara bersama-sama oleh anggota masyarakat sipil dan anggota militer serta bagaimana kewenangan

pengadilan Tipikor dalam mengadili tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota militer. Hasil dari

penelitian ini, menyimpulkan bahwa dalam mengadili perkara koneksitas dilakukan secara terpisah

(Splitsing) untuk menjamin kesederhanaan, cepat dalam proses persidangan serta menjamin kepastian

hukum. Serta menegaskan bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tidak memiliki kewenangan mengadili

tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota militer.

......Connectivity trial is a procedural procedure whose basic rules are contained in Articles 89 to 94 of the

Criminal Procedure Code jo. Articles 198 to 203 of the Military Court Law. Based on these basic rules, it is

known that in adjudicating criminal cases, the connection must be tried together in courts under the general

judiciary or military courts. This thesis will discuss the current form of implementation which in

adjudicating criminal cases of connectivity, law enforcers choose to separate the case files (Splitting) which

results in the defendants being examined and tried in courts according to the jurisdiction that applies to each

defendant. This study uses a normative juridical method as well as by conducting interviews with

informants. The research questions in this topic are how to resolve cases of criminal acts of corruption

carried out jointly by members of civil society and members of the military and how the authority of the

Corruption Court in adjudicating corruption crimes committed by members of the military. The results of

this study conclude that in adjudicating connectivity cases, they are carried out separately (Splitting) to

ensure simplicity, speed in the trial process and guarantee legal certainty and emphasize that the Corruption

Court does not have the authority to adjudicate corruption crimes committed by members of the military.
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